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Peran ganda BI dan OJK dalam mengawasi dan mengontrol bank
syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa industri ini dapat
beroperasi secara efektif, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
Tantangan yang dihadapi, seperti digitalisasi dan perkembangan
fintech syariah, menuntut kedua lembaga untuk berkoordinasi lebih
baik agar regulasi dan pengawasan tetap relevan di tengah dinamika
ekonomi global dan inovasi teknologi.
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PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat, didorong oleh
kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah
berfungsi dengan aturan-aturan yang ketat terkait penghindaran riba (bunga), gharar
(ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini
menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi pengawasan dan kontrol. Hal ini penting
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karena sifat perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional menuntut
pengawasan yang lebih spesifik dan mendalam. Untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan bank
syariah, diperlukan audit yang efektif dan pengawasan berkelanjutan dari dua lembaga besar,
yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejak pembentukan OJK pada tahun 2011, tanggung jawab pengawasan sektor
perbankan terbagi antara BI dan OJK. BI berfokus pada pengawasan makroprudensial, yang
melibatkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sementara OJK menjalankan
pengawasan mikroprudensial, yang mencakup pengawasan terhadap kesehatan dan kepatuhan
operasional masing-masing bank. Pembagian peran ini dapat menjadi tantangan dalam
menjaga keseimbangan pengawasan terhadap bank syariah, terutama karena bank syariah
memiliki dimensi tambahan, yakni kepatuhan syariah yang membutuhkan perhatian khusus
dalam setiap aspek bisnis dan auditnya (Jihan Irbah Nadiah & Dian Filianti, 2022).

Selain itu, pada tahun-tahun terakhir, muncul berbagai risiko baru yang menuntut
perhatian lebih dari BI dan OJK. Salah satu contohnya adalah krisis inflasi global dan tekanan
ekonomi pasca-pandemi yang berdampak pada likuiditas perbankan syariah. Di tengah krisis
energi dan peningkatan biaya komoditas, bank-bank syariah menghadapi tantangan dalam
menjaga stabilitas keuangan, terutama dalam mengelola risiko likuiditas dan penurunan daya
beli masyarakat. Misalnya, tekanan inflasi menyebabkan peningkatan biaya operasional dan
juga mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk memberikan pembiayaan yang
kompetitif, tanpa melanggar prinsip syariah.

Selain itu, kemajuan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru bagi
perbankan syariah. Digitalisasi perbankan dan maraknya fintech berbasis syariah membawa
risiko baru dalam bentuk keamanan data, penipuan siber, dan kebutuhan akan regulasi yang
lebih adaptif. OJK dan BI harus berkoordinasi dalam mengembangkan regulasi yang tidak
hanya memastikan stabilitas dan perlindungan konsumen, tetapi juga memungkinkan inovasi
berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Pada kenyataannya, pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh BI dan OJK kadang
menemui tantangan dalam hal koordinasi dan kecepatan respons, terutama dalam menghadapi
krisis ekonomi atau masalah kepatuhan syariah di perbankan. Sinergi antara kedua lembaga
ini menjadi kunci dalam memastikan stabilitas sektor perbankan syariah, termasuk dalam
menangani risiko sistemik maupun risiko operasional (Resmawati et al., 2022).

Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN), yang bertugas mengeluarkan fatwa terkait
produk dan layanan syariah, menambah dimensi lain pada tantangan pengawasan. Sinergi
antara DSN, OJK, dan BI harus terjalin dengan baik agar semua aspek perbankan syariah baik
dari sisi hukum syariah maupun stabilitas keuangan terjaga.

Mengingat kompleksitas ini, peran ganda BI dan OJK dalam mengawasi dan
mengontrol bank syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa industri ini dapat
beroperasi secara efektif, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Ketiadaan pengawasan
yang tepat dapat menimbulkan risiko sistemik, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan
merusak reputasi perbankan syariah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh sistem
keuangan di Indonesia.
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti
industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian,
leasing, factoring, asuransi dan lainya. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu
lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus
dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan
tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan
dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis
produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi
dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta
ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut
transaksi jasa keuangan di atur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu undang-undang
tentang perbankan, pasar modal, usaha perasuransian, dana pensiun dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainya (Khotia Harahap & Siregar,
2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi sektor
jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. OJK bertanggung jawab terhadap pengawasan
mikroprudensial, yaitu pengawasan operasional yang mencakup aspek-aspek seperti
manajemen risiko, ketahanan permodalan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Menurut
Laporan Tahunan OJK (2022), OJK telah melakukan penguatan pengawasan terhadap bank
syariah melalui penyempurnaan regulasi terkait pembiayaan syariah, pengawasan teknologi
digital, serta pengelolaan risiko pembiayaan berbasis syariah. Penelitian oleh Mardani (2021)
menyatakan bahwa OJK berhasil menjaga stabilitas keuangan syariah dengan memperkenalkan
regulasi terkait permodalan minimum dan rasio likuiditas syariah.

Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi
intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan
komponen penting dalam sistem perekonomian nasional. Terjadinya proses globalisasi dalam
sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial
telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar
sub-sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan (Minarni, 2013).

Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai
subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi
antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas
sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya
perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunganya stabilitas sistem keuangan.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan OJK melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
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b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan
lembaga jasa keuangan lainya.

Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia (BI) memiliki mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui
kebijakan makroprudensial. Pengawasan makroprudensial difokuskan pada pemantauan dan
pengendalian risiko sistemik, termasuk di sektor perbankan syariah. Menurut Laporan Stabilitas
Keuangan BI (2022), BI telah memperkenalkan instrumen likuiditas syariah seperti Giro Wajib
Minimum (GWM) syariah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai alat kontrol
moneter dan stabilitas likuiditas perbankan syariah.

Penelitian oleh Nuryakin (2020) menunjukkan bahwa BI memainkan peran penting
dalam menjaga kestabilan makroekonomi melalui kebijakan suku bunga dan pengaturan
cadangan likuiditas yang ketat. Dalam konteks perbankan syariah, BI berupaya
menyeimbangkan kepentingan moneter dengan menjaga integritas prinsip-prinsip syariah yang
mendasari operasi bank syariah.

Kajian literatur juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara BI dan OJK dalam
memastikan pengawasan yang efisien terhadap perbankan syariah. Penelitian oleh Fitria (2020)
menyebutkan bahwa meskipun BI dan OJK memiliki peran yang berbeda, keduanya harus
bekerja sama dalam mengatasi risiko sistemik dan memastikan bahwa sektor syariah tetap
sesuai dengan standar kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
Menurut Prasetyo (2022), sinergi antara BI dan OJK perlu terus diperkuat, terutama dalam
menghadapi tantangan digitalisasi dan dinamika ekonomi global yang mempengaruhi sektor
keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan
kepustakaan/studi literatur, melakukan penelitian terhadap data yang dikumpulkan dari
beberapa buku dan publikasi jurnal sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan peran dan
fungsi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan dalam memastikan keseimbangan audit dan
kontrol di bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Makroprudensial

Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia
telah menerbitkan berbagai data yang mencerminkan kinerja perbankan syariah. Berdasarkan
Laporan Perekonomian Indonesia 2022, pertumbuhan aset bank syariah mencapai 14,2% pada
2022, yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional yang hanya tumbuh sekitar
9,6%. Ini menunjukkan bahwa sektor syariah memiliki potensi yang besar, tetapi sekaligus
membutuhkan perhatian yang lebih besar dalam hal pengawasan likuiditas dan pengendalian
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risiko makroekonomi.

Data tambahan dari BI menyebutkan bahwa rasio Non-Performing Financing (NPF) di
sektor perbankan syariah berada di kisaran 3,17% pada 2023, yang lebih rendah dari tahun
sebelumnya (2022) ketika mencapai 3,32%. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam
pengelolaan risiko, sebagian berkat kebijakan pengawasan likuiditas yang diterapkan oleh BI.
Dalam kerangka pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia berperan penting dalam
menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, termasuk perbankan syariah. BI memastikan
bahwa kebijakan moneter yang diterapkan tidak hanya mendukung stabilitas harga dan nilai
tukar. BI juga menetapkan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa bank syariah mampu
menjaga likuiditas yang memadai, terutama di tengah ketidakpastian global seperti yang terjadi
dalam krisis energi global tahun 2022-2023.

BI berfokus pada instrumen rasio pembiayaan terhadap pendanaan dan kewajiban
pemenuhan cadangan likuiditas yang dirancang untuk menjaga agar bank syariah tetap
memiliki kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan mereka tanpa menimbulkan risiko
likuiditas (Jusri & Maulidha, 2020). Misalnya, selama periode inflasi global yang tinggi, BI
secara aktif mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas pasar keuangan
dan mengurangi volatilitas harga. Hal ini berdampak langsung pada perbankan syariah yang
juga dihadapkan pada peningkatan biaya pembiayaan dan tekanan likuiditas akibat fluktuasi
harga komoditas.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Mikroprudensial

Di sisi lain, OJK memiliki peran sentral dalam pengawasan mikroprudensial. Otoritas Jasa
Keuangan memegang peran utama dalam mengawasi operasional dan kesehatan individual
bank syariah, termasuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip syariah.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh OJK adalah memastikan bahwa bank syariah mematuhi
standar audit yang ketat, baik dari segi keuangan maupun kepatuhan syariah. OJK
memperkenalkan berbagai pedoman dan peraturan, termasuk mengenai transparansi laporan
keuangan, penilaian risiko, dan perlindungan konsumen, yang semuanya bertujuan untuk
meningkatkan integritas dan daya saing bank syariah di Indonesia.

Dalam menghadapi perkembangan fintech syariah dan digitalisasi perbankan, OJK
merespons dengan menerbitkan kebijakan terkait regulasi digitalisasi keuangan, seperti
kewajiban penyediaan sistem keamanan data yang kuat serta standar transaksi berbasis syariah
(Siti Aminah et al., 2022). Tantangan baru ini membuat OJK perlu memperkuat pengawasan
terhadap penggunaan teknologi di sektor perbankan syariah untuk meminimalkan risiko
penipuan siber atau kegagalan sistem IT.

3. Tantangan Koordinasi antara BI dan OJK

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam memastikan pengawasan yang efektif adalah
koordinasi antara BI dan OJK. Karena tanggung jawab pengawasan terbagi, ada potensi
terjadinya tumpang tindih pengawasan atau bahkan kesenjangan dalam penanganan masalah.
Salah satu contoh kasus adalah ketika terjadi penurunan likuiditas pada beberapa bank syariah
selama krisis energi global 2022-2023, yang membutuhkan koordinasi cepat antara kebijakan
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makroprudensial BI dan respons mikroprudensial OJK untuk mencegah kebangkrutan bank
syariah.

Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan likuiditas akibat
peningkatan permintaan pembiayaan di sektor energi, sementara simpanan dana masyarakat
melambat. Bank Indonesia menanggapi situasi ini dengan memperketat pengawasan likuiditas
melalui peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM) serta memberikan fasilitas likuiditas
syariah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Selain itu, digitalisasi perbankan syariah menjadi tantangan baru yang harus dihadapi
oleh Bl dan OJK. Perkembangan fintech syariah telah menghadirkan potensi baru dalam inovasi
keuangan, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan data dan kepatuhan syariah. Misalnya,
pada 2023, OJK menerima peningkatan jumlah pengaduan terkait penipuan pada layanan
crowdfunding syariah dan platform peer-to-peer lending syariah (Rafsanjani, 2022). OJK
merespons dengan memperkenalkan peraturan baru untuk memperketat pengawasan pada
platform-platform ini, serta melakukan audit keamanan terhadap teknologi yang digunakan.

Laporan tahunan OJK 2022 juga mencatat bahwa pengawasan fintech syariah masih
membutuhkan kerangka hukum yang lebih kokoh, terutama dalam hal perlindungan konsumen
dan pengawasan terhadap integritas syariah dari produk-produk yang ditawarkan. Ini menjadi
fokus baru dalam pengembangan regulasi keuangan syariah di masa depan.

Upaya perbaikan koordinasi ini dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi
regulasi keuangan antara BI dan OJK yang bertujuan mempercepat respons dalam menghadapi
krisis keuangan. Namun, efektivitas forum ini masih perlu ditingkatkan untuk memitigasi risiko
yang timbul dari krisis-krisis yang bersifat cepat dan tiba-tiba, termasuk yang diakibatkan oleh
faktor eksternal seperti inflasi global atau ketegangan geopolitik. Terutama dengan munculnya
layanan fintech dan digital banking berbasis syariah, ada kebutuhan mendesak untuk
memastikan bahwa inovasi tersebut tetap berada dalam koridor hukum syariah serta regulasi
perbankan. Ini memerlukan sinergi yang kuat antara BI, OJK, dan lembaga syariah seperti
Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam merumuskan kebijakan dan regulasi.

4. Peran Dewan Syariah dalam Pengawasan Kepatuhan Syariah

Selain peran BI dan OJK, pengawasan syariah di bank syariah juga memerlukan
keterlibatan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN bertanggung jawab untuk mengeluarkan
fatwa yang menjadi dasar operasional produk-produk syariah, seperti mudharabah,
musyarakah, dan ijarah. Bank syariah juga diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas
Syariah (DPS) internal yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank
berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. DPS bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional
(DSN) yang bertugas mengeluarkan fatwa mengenai hukum syariah dalam keuangan.

Peran DPS menjadi sangat penting terutama dalam audit syariah, yang mencakup
verifikasi kepatuhan produk perbankan terhadap fatwa DSN serta memastikan bahwa tidak ada
praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba atau gharar. Dalam menghadapi
tantangan digitalisasi, DPS juga dituntut untuk lebih proaktif dalam mengawasi produk fintech
syariah dan memastikan bahwa layanan-layanan baru ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam. Sebagai contoh, munculnya produk seperti crowdfunding syariah dan pembiayaan
berbasis blockchain menuntut DPS untuk terus memperbarui pemahaman mereka mengenai
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teknologi baru dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan sesuai dengan syariah.

5. Solusi untuk Memperkuat Sinergi Pengawasan

Untuk mengatasi tantangan pengawasan yang semakin kompleks, diperlukan langkah-
langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antara BI dan OJK, serta meningkatkan
keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam audit keuangan syariah. Beberapa solusi yang
dapat diusulkan meliputi:

e Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang audit syariah, khususnya dalam
teknologi finansial dan audit digital.

e Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan big data dan artificial
intelligence (AI) dalam memantau kepatuhan bank syariah terhadap regulasi keuangan dan
syariah.

e Kolaborasi lebih erat antara BI, OJK, dan DSN dalam merumuskan kebijakan yang adaptif
terhadap perubahan pasar, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti fintech dan
inflasi global.

KESIMPULAN

Peran ganda yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dalam mengawasi perbankan syariah di Indonesia sangatlah penting untuk memastikan
stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. BI, dengan fokus pada
pengawasan makroprudensial, bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan secara
keseluruhan, termasuk di sektor syariah. Di sisi lain, OJK memainkan peran mikroprudensial
dalam mengawasi operasi individu bank syariah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta
integritas prinsip syariah dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, dengan
pengawasan yang baik dan sinergi yang kuat antara BI dan OJK, sektor perbankan syariah di
Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, menawarkan solusi keuangan berbasis
syariah yang kompetitif dan stabil dalam menghadapi tantangan global dan domestik.
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